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ABSTRACT

Transnational crime has become one of the major challenges in international relations as it
threatens national security and welfare. This type of crime involves more than one country and often exploits
gaps in national legal and security systems. The United Nations (UN) classifies transnational crimes based
on specific criteria, including the involvement of multiple countries in planning or execution. With its
extensive land and maritime borders, Indonesia faces significant threats from transnational crimes.
Therefore, Indonesia and Malaysia have established security cooperation since 2018 to address these
threats in their border regions.

This study analyzes Indonesia-Malaysia cooperation in tackling transnational crime in border
areas from 2020 to 2023. The findings indicate that while this cooperation has enhanced surveillance and
law enforcement, challenges remain in harmonizing legal systems and bureaucratic processes between the
two countries. Differences in regulations and administrative complexities often delay responses to cross-
border crimes. Therefore, improved coordination and more effective cooperation mechanisms are required
to ensure border security and reduce transnational crime rates.

Keywords: Transnational crime, Indonesia-Malaysia cooperation, national borders, international security,
law enforcement.

ABSTRAK

Kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan utama dalam hubungan internasional
karena dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara. Kejahatan ini melibatkan lebih dari satu
negara dan sering memanfaatkan celah dalam sistem hukum serta keamanan nasional. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan kejahatan transnasional berdasarkan kriteria tertentu, termasuk
keterlibatan lebih dari satu negara dalam perencanaan atau pelaksanaannya. Indonesia, dengan wilayah
perbatasan darat dan laut yang luas, menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang signifikan. Oleh
karena itu, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama keamanan sejak tahun 2018 untuk
menangani ancaman ini di wilayah perbatasan mereka.

Penelitian ini menganalisis kerja sama Indonesia-Malaysia dalam menangani kejahatan
transnasional di perbatasan selama periode 2020-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
kerja sama ini telah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam
harmonisasi sistem hukum dan birokrasi antara kedua negara. Perbedaan regulasi dan kompleksitas
administrasi sering kali memperlambat respons terhadap kejahatan lintas negara. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan koordinasi dan mekanisme kerja sama yang lebih efektif guna memastikan
keamanan wilayah perbatasan dan menekan angka kejahatan transnasional.

Kata Kunci: Kejahatan transnasional, kerja sama Indonesia-Malaysia, perbatasan negara, keamanan
internasional, penegakan hukum.

PENDAHULUAN
Kejahatan transnasional menjadi salah satu isu dalam hubungan internasional
karena menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan negara.
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Pelaku kejahatan ini seringkali berada di perbatasan dan menutup kesenjangan dalam
sistem hukum dan keamanan negara yang digunakan sebagai kegiatan kriminal.
Pelanggaran terhadap suatu undang-undang kemungkinan besar berdampak pada negara
asal dan negara lain yang terlibat. Istilah kejahatan transnasional diciptakan oleh
Perserikatan Bangsa — Bangsa (PBB) untuk mendefinisikan situasi kriminal, khususnya
yang melintasi batas negara. Istilah kejahatan transnasional pada mulanya merupakan
hasil perkembangan karakteristik TKP yang saat ini dikenal sebagai kejahatan terorganisir
sepanjang tahun 1970-an. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kompleksitas antara
kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan kerah putih, yang menjangkau perbatasan
negara dan melibatkan pelanggaran hukum di berbagai negara, yang berdampak buruk
pada tingkat internasional.

Dalam menetapkan kriteria sebuah kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan
transnasional, PBB mengkategorikan sebuah kejahatan transnasional sebagai : (1)
Kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara; (2) kejahatan yang dilakukan di suatu
negara, namun persiapan dan perencanaannya dilakukan di negara lain; (3) kejahatan
yang dilakukan di dalam suatu negara dengan melibatkan kelompok kriminal terorganisir
yang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara; dan (4) kejahatan yang
dilakukan di suatu negara yang berdampak pada kepentingan negara lain.

United Nations Convention Against Transational Organized Crime (UNCATOC)
menjelaskan istilah kejahatan transnasional dalam Undang — Undang PBB Nomor 5
Tahun 2009 sebagai perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang
perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya menurut salah satu negara.
Dalam fenomena lain, terdapat istilah kejahatan internasional yaitu Pendekatan lain yang
lebih substantif dalam menentukan ruang lingkup ‘hukum pidana internasional’ dengan
melihat nilai-nilai yang dilindungi oleh larangan hukum internasional. Berdasarkan
pendekatan ini, kejahatan internasional dianggap sebagai kejahatan yang menjadi
perhatian komunitas internasional secara keseluruhan (deskripsinya tidak terlalu tepat),
atau tindakan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum
internasional. Terdapat perbedaan antara kejahatan transnasional dengan kejahatan
internasional. Perbedaan utama antara kejahatan internasional dan transnasional adalah
kejahatan transnasional melintasi batas negara karena memiliki unsur yang melibatkan
dua negara atau lebih. Sementara itu, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang
menimbulkan keresahan di masyarakat internasional dan tidak selalu melintasi batas
negara.!

Indonesia yang berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga melalui
perbatasan darat diantaranya Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Sedangkan
perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu India, Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Kawasan perbatasan sebagai wilayah paling terpencil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat menunjang keberhasilan pembangunan negara dan mampu
mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya
(prosperity approach) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (security
approach) termasuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional.?

! Hukum Online. 2019. Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional. www.hukumonline.com.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-1t5dd55a78997ed/
2 Kemhan. 2015. Faktor Penting Menjaga Wilayah Perbatasan Adalah Persatuan.  www.kemhan.go.id.
https://www.kemhan.go.id/2015/06/08/faktor-penting-menjaga-wilayah-perbatasan-adalah-persatuan.html
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Guna memperkuat wilayah perbatasan dan mencegah terjadinya kejahatan
transnasional, Indonesia melakukan kerjasama keamanan dengan negara — negara yang
berbatasan langsung salah satunya Malaysia. Kerjasama Indonesia — Malaysia di wilayah
perbatasan telah terjalin sejak tahun 2018 dan menjadi dialog tahunan antara kedua negara.
Wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan bagi kedua negara yang rawan dan
berpontensi dimanfaatkan oleh aktor — aktor pelaku kejahatan lintas negara. Wilayah
perbatasan masij menjadi permasalahan yang belum terselesaikan baik di kedua negara
sehingga memerlukan penyelesaian bersama untuk mencapai solusi terbaik. Perhatian dan
peningkatan usaha kedua negara khususnya dalam menanggapi isu — isu keamanan yang
terjadi di wilayah perbatasan diperlukan dalam mencegah dan mengatasi isu keamanan
yang bersifat transnasional.’

Kejahatan transnasional seringkali beroperasi melewati batas antar dua negara.
Wilayah negara khususnya kawasan perbatasan menjadi aspek kewilayahan yang
menyangkut hak dan kedaulatan serta yuridikasi hukum suatu negara terhadap negara lain.
posisi perbatasan wilayah negara merupakan salah satu bentuk perwujudan penting dalam
suatu negara bukan hanya sekedar pembatas saja. Batas negara memiliki tujuh fungsi
utama sebagai bentuk kedaulatan negara yaitu: (1) Fungsi strategis militer, fungsi strategis
militer berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan strategis militer negara terutama
membangun pertahanan darat, laut dan udara untuk menjaga dari ancaman luar; (2) fungsi
ekonomis: perbatasan berfungsi sebagai batas penetapan wilayah negara untuk mengotrol
arus perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan transaksi antar negara; (3) fungsi
konstitutif, berdasarkan hukum internasional negara berdaulat wajib memiliki wilayah
perbatasan yang didefinisikan secara jelas; (4) fungsi identitas nasional, melalui
pembentukan identitas nasional perbatasan berfungsi sebagai pengikat emosional
terhadap identitas negara didalamnya; (5) fungsi persatuan nasional, melalui
pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional; (6) fungsi
pembangunan, perbatasan membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara;
dan (7) fungsi pencapaian kepentingan domestik, perbatasan berfungsi untuk memberikan
batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik,
sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, konservasi dan sebagainya.*

Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari ketergantungan satu sama lainnya.
Walaupun Indonesia dan Malaysia seringkali menjumpai perbedaan pendapat dan isu —
isu konflik dalam dunia internasional, namun keuntungan kerjasama yang dijalin lebih
besar pengaruhnya dibandingkan konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis.”
Permasalahan yang timbul dalam kasus kejahatan transnasional dapat ditekan apabila
kedua negara memiliki keinginan kuat untuk bekerjsama dalam mewujudkan keamanan
dan ketahanan bersama dan tidak hanya berfokus pada pemerintahan sendiri. Namun
permasalahan dan keterbatasan muncul ketika melaksanakan kerjasama. Salah satunya
adalah perbedaan sistem hukum antar negara dan jalur birokrasi yang harus ditempuh.
Oleh karena itu, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam masalah hukum antara

3 Kemhan. 2018. Indonesia — Malaysia Bahas Kerja Sama di Wilayah Perbatasan. www.kemhan.go.id.
https://www.kemhan.go.id/2018/11/15/indonesia-malaysia-bahas-kerja-sama-di-wilayah-perbatasan.html

4 Kase, Dhesy A., 2020. Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Proyuris Vol. 2
No. 1 April. Hal 168 - 184

3 Yovinus. 2018. QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA — MALAYSIA (Tantangan dan Hambatan
Membangun Kerjasama Politik dan Ekonomi). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 2. Hal 141 - 153
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kedua pemerintah dapat lebih cepat dan terarah. Hal ini akan menjamin keberhasilan
upaya penegakan hukum kedua negara.®

Tindak pelanggaran hukum dapat mengakibatkan memudarnya rasa kepatuhan
masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap
hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban.
Kondisi geografis kedua negara membuat banyak celah yang dapat menjadi jalur
kejahatan transnasional. Sistem pengawasan mulai dari kepolisian dua negara menjadi
faktor penting dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional. Ada banyak
tantangan yang dihadapi kejahatan di dunia saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi telah membuka jalan bagi terjadinya kejahatan dan aktivitas kriminal yang
dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak hal penting
yang harus dilakukan seiring kerjasama untuk mencegah dan memberantas kejahatan.
negara mengantisipasi ancaman kejahatan domestik dan meresponsnya dengan
menerapkan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan transnasional dan memperkuat
kerja sama internasional di semua tingkatan.’

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang
berjudul “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Masalah Kejahatan
Transnasional Di Wilayah Perbatasan Tahun 2020-2023” dengan adanya kerjasama
kolaboratif antara Indonesia dan Malaysia.

KERANGKA ANALITIK
Neorealisme

Pendekatan Pendekatan neorealisme adalah pendekatan yang dikenalkankan oleh
Waltz dan Mearshimer dalam melihat keamanan secara lebih dalam. Dalam pandangan
neorealisme menyatakan bahwa negara selalu dalam bayangan kekerasan, sehingga
negara harus mempersiapkan diri. Negara adalah aktor kunci dalam keamanan, sehingga
dalam mempersiapkan keamanan, negara akan meningkatkan kemampuan militer yang
ofensif. Hal ini terjadi karena sistem internasional yang bersifat anarki atau tidak adanya
otoritas yang lebih tinggi dari negara.

Menurut neo-realis konflik dapat dihindarkan dengan cara membentuk aliansi
atau kerjasama dengan negara lain, selama didalamnya tidak ada benturan yang terjadi
demi kepentingan nasional masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara itu
masih menyimpan rasa curiga terhadap mitra kerjasamanya tersebut, akan tetapi negara-
negara pasti membutuhkan terjalinnya kerjasama atau aliansi dengan negara lain untuk
mencapai dan melindungi kepentingan nasional.® Hal ini dapat tercerminkan melalui
hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki persamaan budaya yang
terkadang menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat di kedua negara, selain itu
faktor historis hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi alasan hubungan kedua
terkadang menjadi sebuah dinamika yang naik turun.

Perihal hubungan kerjasama internasional, dimana pemeluk keyakinan pandangan
neo-realis ini hanya dapat bekerja sama apabila kerjasama tersebut dapat menguntungkan

6 Irdayanti. 2013. Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional.
Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013. Hal 915 - 930

7 Bnpt. 2022. Bnpt Usulkan 3 Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Dalam Sidang Ke-31
Cepcj Di  Wina.  Www.Bnpt.Go.Id. Https://Www.Bnpt.Go.Id/Bnpt-Usulkan-3-Upaya-Pencegahan-Dan-
Pemberantasan-Kejahatan-Transnasional-Dalam-Sidang-Ke-31-Ccpcj-Di-Wina

8Scott Bruchill dan Andrew Linklater. 2012. Theory of Relations, Tejemahan M. Sobirin (Bandung: Nusa Media, 2012).
Hlm 121.
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negaranya. Pandangan neo-realis percaya bahwa dalam hubungan internasional,
negarapun berhak memiliki derajat yang paling tinggi dalam suatu hubungan
internasional.

Konsep Kedaulatan Negara

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (state sovereignty) dan
kesederajatan (equality) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar
bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional
mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu
tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara
merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum
internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga
merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional®.

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh Hukum Internasional
seperti misalnya; hak kesederajatan (equality), yurisdiksi wilayahnya (territorial
Jjurisdiction), hak untuk menetukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya (the right
to determine nationality for the population in its territory), hak untuk mengijinkan dan
menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya (the right to allow
and reject or prohibit people from entering and leaving their terittory), hak untuk
melakukan nasionalisasi (the right to nationalize).'°

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti
misalnya; hak kesederajatan (equality), yurisdiksi wilayah (territorial jurisdiction), hak
untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengijinkan dan
menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk
melakukan nasionalisasi.

Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestic
maupun Internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua system tertib
Hukum tersebut kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam
system hukum Internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat
sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga
system tata Hukum Internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan
kesepakatan (consent) negara.

Konsep Kerjasama Internasional

Siitonen berpandangan bahwa Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial antara
aktor memungkinkan mereka untuk mencapai secara sukarela menetapkan tujuan
bersama dengan berbagi sumber daya secara bersama-sama. Walaupun kerjasama
mungkin melibatkan tujuan tersembunyi dalam perebutan kekuasaan antara mitra, dan
mungkin juga menjadi modus dominasi satu mitra atas yang lain.!! Sehingga Kerjasama
internasional merupakan "usaha" yang memungkinkan aktor internasional untuk
mencapai tujuan bersama dengan berbagi sumber daya tertentu bersama-sama. Kurang
dari integrasi, namun lebih dari upaya bersama yang sporadis, kerjasama internasional
menunjukkan hubungan yang mapan antara aktor berdaulat yang bersedia berbagi
beberapa nilai bersama.

° Brownlie, 1. 1990. Principles of Public. International Law, 433. Hal 287

19 Hingorani, R.C.1982. Modern International Law. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.

1 Siitonen, L. 1990. Political Theories of Development Cooperation - A Study of Theories of International
Cooperation. Belgium Bruges: United Nation University.
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Dengan berkembangnya zaman, kerjasama internasional menjadi level of analysis
dalam penelitian hubungan internasional. Dalam penelitian hubungan internasional,
dengan Kerjasama internasional dapat digunakan untuk menganalisa perilaku dari sebuah
negara dalam sistem internasional. Terdapat dua konsepsi dalam melihat Kerjasama
internasional, yaitu melihat perilaku aktor dapat memperoleh tujuannya dan mengartikan
Kerjasama ini menguntungkan bagi sang aktor'?

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh
data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, ada empat kata kunci yang perlu
diperhatikan: metode ilmiah, data, tujuan, dan penerapan. Metode ilmiah mengacu pada
penelitian yang didasarkan pada kaidah ilmiah yang relevan, relevan, dan sistematis.
Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian
adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data berdasarkan kajian
penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.'?

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
dalam mengumpulkan data dan mengolah data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti
akan mengkaji mengenai hasil kerjasama Indonesia — Malaysia dalam menangani
masalah kejahatan transnasional di perbatasan tahun 2020 — 2023. Setelah memperoleh
pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang terjadi selanjutnya dapat disimpulkan
hasil dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menciptakan realitas
dan memahami maknanya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berfokus pada proses,
peristiwa dan keaslian data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, letak nilai-nilai
peneliti dapat dilihat pada wilayah terbatas yang berkaitan dengan jumlah subjek yang
terbatas. Oleh karena itu, tugas yang paling umum adalah melakukan analisis objektif.
Peneliti resmi mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan kebenaran yang dipelajari.'

Metode penelitian kualitatif menjelaskan pada pengamatan fenomena dan lebih
meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian
kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari
penelitian kualitatif ini adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasil dari kerjasama
Indonesia — Malaysia dalam mencegah tindak kejahatan transnasional di perbatasan.
Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi,
serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami
suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan metode dan teknik dalam menyusun kerangka
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Desain penelitian memungkinkan peneliti untuk
menemukan metode penelitian yang cocok untuk digunakan oleh peneliti. Seorang
peneliti diharuskan memiliki pemahaman akan desain penelitian yang digunakan untuk
memilih model yang akan diterapkan dalam penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif
deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan fenomena yang diteliti secara
menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data

12 Milner, H. 1992. Review: International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses. World
Politics,

13 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

14 Somatri, G.R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia, 9(2), 57-65.
https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122
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deskriptif berupa penjelasan dari fenomena kerjasama Indonesia — Malaysia dalam
menangani masalah kejahatan transnasional di perbatasan. kualitatif deskriptif adalah
metode penelitian yang mengumpulkan informasi nyata, setelah itu data dikumpulkan,
diolah, dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan mengenai masalah yang ada.'®

PEMBAHASAN
Kejahatan Transnasional di Perbatasan yang Menjadi Ancaman
e Penyelundupan Narkoba

Peningkatan intensitas kejahatan transnasional, terutama yang berkaitan dengan
peredaran narkoba, merupakan suatu permasalahan yang secara tidak langsung
menghadirkan ancaman serius yang memerlukan tindakan segera dari pihak negara.
Melalui fenomena ini, dapat dipahami bahwa di tengah arus globalisasi, faktor-faktor
penting yang menyangkut konsep kedaulatan tampaknya tidak lagi dapat dijadikan
sebagai parameter atau tolak ukur dalam menentukan tingkat kekuatan sistem pertahanan
dan keamanan suatu negara.

Berbagai kasus penyelundupan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa masih
terdapat sejumlah pelaku tindak pidana yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan
narkoba ke wilayah Indonesia. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor,
antara lain: keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba, khususnya
di kalangan anak muda; kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar merupakan
perairan laut yang sulit untuk diawasi secara optimal oleh aparat penegak hukum; serta
jumlah personel penegak hukum yang terbatas dalam melakukan pengawasan di daerah
perbatasan.

Narkoba yang masuk ke Indonesia pada dasarnya berasal dari berbagai negara.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya pintu masuk yang dimanfaatkan oleh jaringan
internasional secara ilegal, terutama di perairan Indonesia.'® Dengan wilayah Indonesia
yang sangat luas dan geografi yang sebagian besar terdiri dari perairan, pengawasan
terhadap aktivitas ilegal ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan.

Faktor masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam upaya penegakan
hukum terkait keberadaan narkoba di Indonesia. Tingginya tingkat penyelundupan
narkoba di negara ini disebabkan oleh besarnya pangsa pasar yang tersedia bagi sindikat
narkoba. Adapun jumlah pengguna narkoba di kedua negara saat ini cukup signifikan dan
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh
rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba bagi masyarakat
secara keseluruhan. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpedulian sebagian
anggota masyarakat terhadap kejahatan peredaran narkoba. Seringkali, masyarakat tidak
melaporkan adanya tindak pidana terkait peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan kesulitan dalam upaya penanggulangan
peredaran narkoba.

Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar adalah laut menjadikan jalur
tersebut dimanfaatkan untuk penyelundupan oleh sindikat narkoba dari luar negeri.
Alasan lain karena semakin ketatnya jalur udara dan beberapa jalur darat di perbatasan,
membuat jalur laut menjadi jalur utama peredaran narkoba. Di wilayah Asia Tenggara,

15 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
16 Beacukai. 2024. Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Narkoba dengan Berbagai Modus. www.beacukai.go.id.
https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-penyelundupan-narkoba-dengan-berbagai-modus.html
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terdapat tiga lokasi penting yang menjadi pusat jaringan narkoba. Pertama, dikenal
sebagai "The Golden Triangle" atau Segitiga Emas, yang mencakup area Thailand,
Myanmar, dan Laos. Selain itu, di Vietnam dan Kamboja juga terdapat sejumlah produsen
serta pabrik narkoba ilegal. Selanjutnya, terdapat pula "7The Golden Crescent" yang
meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Iran. dan terakhir, "The Golden Peacock" merujuk
pada jaringan narkoba yang berasal dari Amerika Latin.!”

Tindak pidana penyelundupan narkoba merupakan suatu kejahatan yang bersifat
internasional dan terorganisir, dengan dukungan finansial yang signifikan, serta
memanfaatkan teknologi canggih dalam proses peredaran dan penyelundupannya.
Kegiatan peredaran dan penyelundupan narkoba di tingkat internasional umumnya
melibatkan warga negara asing, sehingga sering kali memiliki dampak terhadap teritorial
dua negara atau lebih.

e Kejahatan Terorganisir

Jaringan kriminal di Indonesia memiliki signifikansi yang cukup besar dan
diperkirakan terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisasi, termasuk
perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Banyak jaringan kriminal
tersebut melibatkan aktor negara, yang menjadikan perbedaan antara jaringan kriminal
dan jaringan negara yang korup menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi.

Jaringan-jaringan tersebut seringkali memengaruhi proses demokrasi melalui
partisipasi dalam kampanye politik dan praktik membeli suara. Selain itu, jaringan
kriminal yang lebih besar, yang berlandaskan pada kepentingan agama, juga diketahui
melakukan operasi-operasi teror.!® Jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan
manusia diyakini terutama beroperasi di daerah pedesaan, dengan konsentrasi yang lebih
tinggi di bagian timur Indonesia.

Aktor yang terlibat dengan negara menunjukkan pengendalian yang signifikan
atas pasar kriminal di Indonesia, sementara praktik korupsi semakin merajalela di tingkat
nasional maupun regional. Fenomena ini mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan,
penyuapan, penyalahgunaan anggaran, penghindaran pajak, pencucian uang, serta
penghalangan terhadap penyelidikan kasus korupsi.'

Terdapat indikasi bahwa petugas pengendalian perbatasan berperan dalam
memfasilitasi operasi perdagangan narkoba. Selain itu, aktor yang terhubung dengan
negara juga tampak memengaruhi proses demokrasi dengan melakukan praktik
pembelian suara guna memperoleh posisi politik yang strategis.

Indonesia dan Malaysia menjadi pusat penebangan dan pembalakan liar yang
utamanya adalah penebangan kayu dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Industri
ini melibatkan pelaku pasar yang kuat, pengusaha sektor swasta, dan pemimpin politik
lokal, dengan sebagian besar keuntungan tetap berada di dalam negeri. Perdagangan ini
memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, hubungan sosial, dan
ekonomi Indonesia, dengan kerugian yang mencapai miliaran dolar per tahun akibat
pendapatan non-pajak yang tidak terkumpul.

Meskipun terdapat upaya untuk menanggulangi perdagangan tersebut, seperti
pengenalan sistem verifikasi legalitas kayu, implementasinya masih menunjukkan

17 Lemhanas. 2019. Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut. www.lemhannas.go.id.
https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-
laut

18 Interpol. 2024. Organized Crime. www.interpol.int. https://www.interpol.int/Crimes/Organized-crime

19 Global Organized Crime Index. 2024. Indonesia. ocindex.net. https://ocindex.net/country/indonesia
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kelemahan. Sistem hukum juga gagal menghukum para pelaku yang bertanggung jawab
atas kejahatan ini. Faktanya, warga lokal yang terlibat dalam pembalakan liar sering kali
menerima sanksi, sementara individu yang mendanai dan mengambil keuntungan dari
kegiatan tersebut terhindar dari konsekuensi hukum.?

Kedua negara juga menghadapi tantangan serius terkait perdagangan satwa liar
ilegal yang berlangsung secara luas, di mana para pemburu menargetkan spesies-spesies
yang terancam punah, seperti harimau, trenggiling, kakatua, dan orangutan.?! Aktivitas
perdagangan ini tergolong sebagai salah satu pasar kriminal terbesar di negara tersebut,
dengan adanya tumpang tindih yang signifikan antara perdagangan satwa liar ilegal dan
legal.

Saat ini, tidak terdapat mekanisme akreditasi yang memadai untuk membedakan
antara hewan yang dibudidayakan secara komersial dan yang ditangkap di habitat
alaminya. Perdagangan satwa liar ilegal semakin meluas akibat adanya komunitas hobi
dan jaringan media sosial, dengan hampir seluruh hewan yang diperdagangkan diyakini
diperoleh melalui perburuan liar.

Dalam upaya memerangi kejahatan terorganisasi, Pemerintah Indonesia telah
menetapkan strategi pencegahan yang komprehensif. Pemerintah juga telah membentuk
berbagai gugus tugas serta mendistribusikan materi kesadaran untuk menangani isu-isu
tersebut. Namun, organisasi non-pemerintah (LSM) telah mengemukakan kekhawatiran
mengenai efektivitas larangan yang diberlakukan pemerintah terhadap nelayan yang
beroperasi diatas kapal berbendera negara lain.

Selain itu, pemerintah dinilai kekurangan prosedur operasi standar yang memadai
dalam hal identifikasi proaktif terhadap korban dan rujukan ke layanan rehabilitasi.
Meskipun demikian, terdapat mekanisme yang memungkinkan masyarakat setempat
untuk melaporkan kejahatan terorganisasi melalui panggilan telepon, pesan teks, atau
platform daring. Upaya penanggulangan tetap dilakukan pemerintah dalam memperbaiki
prosedur standar operasi yang memadai.

e Perdagangan Manusia

Globalisasi yang memberikan dinamika pada sistem bermasyarakat menunjukan
perebutan pengaruh kompetitif nasional, regional maupun global. Adanya perubahan
pada situasi keamanan dunia ditandai dengan isu — isu baru yang mengancam keamanan
negara. Orientasi keamanan yang sebelumnya berfokus pada geopolitik dan geostrategis,
bergeser secara signigikan menjadi ancaman keamanan negara yaitu dampak kemajuan
teknologi yang bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat sosial.

Istilah perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu jenis
kejahatan transnasional yang melibatkan lintas negara. Dinamika tersebut menjadi
sorotan masyarakat internasional terhadap kejahatan transnasional. Banyak modus yang
dilakukan dalam perdagangan manusia diantaranya tenaga kerja hingga biro jodoh. Target
utama dalam kasus ini biasanya adalah perempuan dan anak, namun tidak jarang laki —
laki dan orang tua menjadi salah satu korban.

20 PPID. 2019. KLHK, TNI dan Polda tangkap 17 Pelaku Pembalakan Liar di Kab Sambas dekat Perbatasan RI-
Malaysia. ppid.menlhk.go.id. https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1893/klhk-tni-dan-polda-tangkap-17-pelaku-
pembalakan-liar-di-kab-sambas-dekat-perbatasan-ri-malaysia

2l CNN. 2018. Malaysia Gagalkan Penyelundupan 400 Hewan dari Indonesia. www.cnnindonesia.com.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180925122207-106-33296 1/malaysia-gagalkan-penyelundupan-400-
hewan-dari-indonesia
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Tidak dapat disangkal bahwa praktik perdagangan manusia merupakan suatu isu
yang serius bagi lingkungan sosial masyarakat dan negara. Di era modern ini,
perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang,
dalam pengertian yang lebih mendalam, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Selain itu, untuk kategori kejahatan transnasional lintas negara, khususnya
terkait perdagangan manusia, penegakan hukum melalui instrumen hukum di Indonesia
masih dirasakan lemah dalam hal pemberian sanksi.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian masalah hukum telah banyak
dirumuskan dan diterapkan oleh negara, khususnya dalam menangani kasus perdagangan
manusia. Namun, perlu dicatat bahwa setiap tindak kejahatan merupakan suatu fenomena
sosial yang senantiasa mengalami dinamika. Oleh karena itu, penanganan terhadap
fenomena tersebut tidak dapat dilakukan semata-mata dengan interpretasi hukum.?
Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam setiap fenomena sosial adalah perlunya
sinergi antara upaya penegakan hukum dengan bidang keilmuan lain, seperti ekonomi,
sosial, dan budaya.

Dalam perdagangan manusia, Malaysia merupakan negara posisi tier 2 dalam
laporan perdagangan orang oleh Amerika Serikat. Laporan Perdagangan Manusia adalah
dokumen tahunan yang memberikan pembaruan mengenai keadaan upaya global dalam
memberantas perdagangan manusia. Setiap tahun, Kantor Pemantauan dan
Pemberantasan Perdagangan Manusia di bawah Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat menerbitkan laporan tersebut, yang mencakup penilaian dan ringkasan individu
mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara di seluruh dunia.??

Kemajuan Malaysia dalam melakukan investigasi, penuntutan dan hukuman
terhadap perdagangan manusia, perlindungan kepada korban dan peningkatan kesadaran
terhadap masyarakat dalam tindakan pidana perdagangan orang. Penangkapan sejumlah
orang asing di Selangor yang diantaranya terdapat warga negara Indonesia dilakukan oleh
tim divisi Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran Malaysia
disebuah rumah transit.?*

Untuk mengurangi dampak kemanusiaan akibat perdagangan manusia,
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah malaysia memperkuat peraturan
terkait migrasi ketenagakerjaan, memberikan pelatihan kepada para penegak hukum agar
dapat merespon kasus — kasus perdagangan orang dengan lebih baik, dan bekerja sama
dengan mitra lain untuk melindungi pekerja imigran dari eksploitasi dan memulangkan
mereka ke negara asal.?

e Aksi Suap

Suap kepada pejabat asing tidak hanya dilakukan untuk mencapai kepentingan
bisnis yang tampak sah secara hukum, melainkan juga berfungsi sebagai pintu gerbang
bagi kejahatan transnasional lainnya, seperti terorisme, penebangan hutan secara ilegal,
penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Penyuapan asing dapat merusak

22 Prasada, Dkk. 2023. Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di
Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 1

23 1JM. 2024. What is the Trafficking in Persons (TIP) Report?. www.ijm.org. https://www.ijm.org/news/what-is-the-
tip-report

2+ Detiknews. 2023. Polisi Malaysia Tangkap 53 WNI Terkait Kasus Perdagangan Orang. news.detik.com.
https://news.detik.com/internasional/d-7094659/polisi-malaysia-tangkap-53-wni-terkait-kasus-perdagangan-orang

25 JOM. 2024. Jerat Perdagangan Orang : Kisah — Kisah Pilu Dari Pekerja Migran Indonesia. indonesia.iom.int.
https://indonesia.iom.int/id/stories/jerat-perdagangan-orang-kisah-kisah-pilu-dari-pekerja-migran-indonesia
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pasar kompetitid, merugikan hubungan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi
serta tata kelola.

Istilah suap atau foreign bribery merujuk kepada tindakan pemberian atau
penawaran kepada pejabat publik asing atau pejabat publik organisasi internasional, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang disertai dengan segala bentuk keuntungan,
baik bagi diri sendiri maupun bagi entitas lain, dengan tujuan untuk mempengaruhi
pejabat publik tersebut agar melakukan atau tidak melakukan tindakan yang termasuk
dalam kewenangannya. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan
transaksi bisnis atau keuntungan lainnya yang berkaitan dengan hubungan transaksi
internasional %

Dengan menjatuhkan hukuman terhadap praktik penyuapan, suatu negara tidak
hanya mengirimkan sinyal yang tegas kepada komunitas internasional bahwa perusahaan
dan pelaku bisnis domestik dilarang terlibat dalam praktik korupsi saat menjalankan
perjanjian bisnis di luar negeri, tetapi juga mendorong perusahaan asing untuk
mempertimbangkan kembali niat mereka dalam melakukan tindakan korupsi dalam
kegiatan bisnis mereka.

Deteksi dini serta pemberian sanksi terhadap kasus penyuapan memerlukan
pendekatan yang menyeluruh dan bersifat multidisiplin serta melibatkan peran dari para
pemangku kepentingan internasional dan regional. Maka dari itu, solusi cepat dan tepat
dalam mengatasi tantangan serta hambatan tersebut dibutuhkan oleh negara dalam proses
mutual legal assistance.”’

Negara-negara diwajibkan oleh standar atau peraturan internasional untuk
mengakui praktik penyuapan sebagai kejahatan asal dalam konteks tindak pencucian uang.
Meskipun demikian, mekanisme anti-pencucian uang yang ada hingga saat ini belum
terbukti efektif sebagai sumber atau alat untuk mendeteksi tindakan penyuapan tersebut.
Kompleksitas dan kerumitan praktik penyuapan mengharuskan pengembangan teknik-
teknik inovatif sebagai alat deteksi. Saat ini, semakin banyak negara yang
mengimplementasikan pendekatan berbasis intelijen dalam proses investigasi kasus
penyuapan, serta memanfaatkan teknik-teknik investigatif. Upaya terkini berupa
penguatan dan pendirian lembaga antikorupsi yang independen serta memiliki
kewenangan untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi.
Indonesia seringkali menjadi target gratifikasi oleh pihak luar dalam kasus aksi suap. Pada
tahun 2017, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, telah ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan status tersangka tersebut berawal dari persetujuan tuntutan yang ditangguhkan
yang diajukan oleh Serious Fraud Office (SFO), sebuah lembaga penyidik penipuan
serius di Inggris, kepada perusahaan Rolls-Royce.?8

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh SFO menunjukkan bahwa Rolls-Royce
telah terlibat dalam konspirasi untuk melakukan korupsi, membuat pembukuan yang
tidak sah, serta gagal mencegah tindakan suap. Berdasarkan hasil investigasi tersebut,
Rolls-Royce telah sepakat untuk membayar denda melebihi 497 juta poundsterling dan
mengganti biaya penyidikan SFO sebesar 13 juta poundsterling kepada Emirsyah Satar.?

26 ACLC. 2024. Foreign Bribery: Suap yang Melibatkan Pihak Asing. aclc.kpk.go.id. https://aclc.kpk.go.id/aksi-
informasi/Eksplorasi/20240226-foreign-bribery--suap-yang-melibatkan-pihak-asing

27 ICW. 2011. Suap Asing Pintu Gerbang Kejahatan Transnasional. antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/article/suap-asing-
pintu-gerbang-kejahatan-transnasional

28 JCW. 2017. Korupsi Transnasional. antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-transnasional
# Ibid
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Pada tahun 2023 kembali terjadi penangkapan terhadap seorang obligor kakap
Indonesia yang berusaha kabur ke Malaysia melewati Entikong, Kalimantan Barat.
Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Entikong menggagalkan upaya Bos Texmaco, Marimutu
Sinivasan, yang hendak kabur ke Malaysia dengan dalih ingin berobat. Grup Texmaco
merupakan salah satu daftar debitor prioritas Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) yang masuk dalam dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBIL.*

Kriminalisasi terhadap tindakan suap aktif yang dilakukan terhadap pejabat publik
asing dan organisasi internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC), mengharuskan
setiap Negara Pihak untuk mengadopsi undang-undang serta langkah-langkah yang
diperlukan guna mengkriminalisasi tindakan pemberian atau janji kepada pejabat publik
asing atau pejabat publik dari organisasi internasional. 3!

Tindakan tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,
dalam bentuk apa pun, untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang atau
entitas lain, dengan tujuan agar pejabat publik tersebut melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang berada dalam kewenangannya, demi memperoleh atau mempertahankan
bisnis atau bentuk keuntungan lainnya yang terkait dengan transaksi internasional (United
Nations Convention Against Corruption, Pasal 16 ayat (1)).

Upaya Penanganan dan Tindakan

Indonesia dan Malaysia telah menjalin berbagai bentuk kerjasama strategis untuk
memerangi kejahatan transnasional yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Bentuk
kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan perbatasan, anti
penyelundupan, anti perdagangan manusia hingga upaya mengatasi permasalahan
korupsi. Forum Komite Perbatasan Bersama (GBC) Indonesia-Malaysia (Malindo)
merupakan forum penting untuk mengoordinasikan langkah-langkah tersebut. Forum ini
dirancang untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas perbatasan dengan melibatkan
berbagai lembaga dari kedua negara.>? Kerjasama operasional meliputi patroli gabungan
antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM), yang
bertujuan untuk mencegah berbagai tindak pidana transnasional seperti perdagangan
narkoba, perdagangan manusia dan barang ilegal lainnya. Patroli ini juga fokus memantau
jalur-jalur ilegal yang biasa dilalui pelaku kejahatan.™’

Dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, pemerintah Indonesia melalui
Kepolisian Negara dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan
Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM). Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk
pertukaran informasi, investigasi bersama, dan penandatanganan sejumlah nota

30 Kompas. 2023. Siapa Marimutu Sinivasan? Obligor Kakap BLBI yang Diduga Mau Kabur ke Malaysia.
money.kompas.com. https://money.kompas.com/read/2024/09/12/110925526/siapa-marimutu-sinivasan-obligor-
kakap-blbi-yang-diduga-mau-kabur-ke-malaysia?page=all

31 Hukum online. 2024. Sesat Pikir Kriminalisasi Suap Kepada Pejabat Publik Asing.
www.hukumonline.com.  https://www.hukumonline.com/berita/a/sesat-pikir-kriminalisasi-suap-kepada-
pejabat-publik-asing-oleh--nurul-ghufron-putri-rahayu-wijayanti-1t5f07d7ce935db/?page=1

32 Mawangi, Genta. 2023. Indonesia dan Malaysia aktifkan kembali 14 pos jaga gabungan di wilayah
perbatasan. https://en.antaranews.com/news/295989/indonesia-malaysia-reactivate-14-joint-guard-posts-
in-border-areas

33 Hishammuddin. 2021. Malaysia, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pengendalian
perbatasan. https://www.theborneopost.com/2021/10/28/malaysia-indonesia-committed-to-strengthen-
border-control-cooperation-hishammuddin/
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kesepahaman (MoU). ** Salah satu Nota Kesepahaman yang penting mengatur
pelaksanaan dukungan terhadap penyidikan kasus narkoba, serta protokol khusus untuk
memberantas peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahaya lainnya. Dalam
pelaksanaannya, Polri dan PDRM berkoordinasi melalui korespondensi dan pertemuan
tatap muka dengan liaison officer (LO) atau konsulat masing-masing negara. Hal ini
bertujuan untuk mendeteksi keberadaan pengedar atau pengedar narkoba, serta meminta
bantuan penangkapan jika diperlukan.

Selain itu, kejahatan terkait perdagangan manusia juga menjadi perhatian utama
dalam kerjasama kedua negara. Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa perdagangan
manusia merupakan kejahatan transnasional yang memerlukan koordinasi bilateral.
Untuk itu, kepolisian kedua negara telah menjalin kerjasama yang mencakup pertukaran
informasi antara Polri dan PDRM, perlindungan korban perdagangan manusia yang
merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta mengadakan pertemuan rutin untuk
membahas permasalahan terkait. . Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, kedua
negara menandatangani nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia pada sektor pekerjaan rumah tangga di Malaysia. Nota kesepahaman
ini mengatur perekrutan pekerja migran melalui sistem saluran tunggal, yang dirancang
untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia. Sistem ini mengharuskan seluruh
rekrutmen, penugasan dan penempatan PMI di Malaysia harus dilakukan melalui jalur
resmi yang disepakati kedua negara.’

Dalam menangani penyuapan perbatasan, Indonesia dan Malaysia mengambil
langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Salah satu upaya
penting adalah implementasi “Cross Border Agreement” (BCA) yang mengatur tata cara
melintasi batas negara dan perdagangan di wilayah perbatasan. Perjanjian tersebut
bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi, termasuk suap,
di Stasiun Lintas Batas Negara (PLBN).3¢

Selain itu, patroli bersama kedua negara juga menjadi bagian penting dalam
upaya ini karena tidak hanya mencegah penyelundupan tetapi juga memantau aktivitas
ilegal yang mungkin terjadi di perbatasan. Kerjasama antar lembaga seperti bea cukai dan
aparat keamanan juga ditingkatkan melalui pertukaran informasi intelijen dan pelatihan

untuk meningkatkan kapasitas personel dalam mendeteksi dan menangani kasus

penyuapan.’’

Kerjasama ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Malaysia dalam menjaga
perbatasannya tetap aman, stabil, dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan transnasional.
Langkah-langkah yang diambil, baik di bidang keamanan, perlindungan pekerja migran,
dan pengendalian aktivitas lintas batas, mencerminkan sinergi yang kuat antara kedua
negara dalam menciptakan lingkungan perbatasan yang kondusif dan terlindungi dari
ancaman kejahatan terorganisir.

3% Humas BNN. 2024. BNN PERKUAT KERJA SAMA DENGAN POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK
HENTIKAN JARINGAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN. https://bnn.go.id/bnn-perkuat-kerja-sama-
dengan-polis-diraja-malaysia-untuk-hentikan-jaringan-narkoba-di-wilayah-perbatasan/

35 Youdy NPM. 2024. Upaya Kepolisian RI Mengatasi Perdagangan Manusia Indonesia ke Malaysia Dalam Perspektif
Ekonomi Internasional. https://newposkomanado.id/2023/06/16/upaya-kepolisian-ri-mengatasi-perdagangan-
manusia-indonesia-ke-malaysia-dalam-perspektif-ekonomi-internasional/

36 Ditjen Bina Adwil . 2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia Sukses Merampungkan Kesepakatan Lintas Batas
Border Crossing Agreement (BCA). https://ditjenbinaadwil kemendagri.go.id/berita/detail/pemerintah-indonesia-dan-
malaysia-sukses-merampungkan-kesepakatan-lintas-batas-border-crossing-agree

37 Mawangi, Genta. 2023. RI-Malaysia sepakat patroli bersama cegah kejahatan lintas batas.
https://www.antaranews.com/berita/3770376/ri-malaysia-sepakat-patroli-bersama-cegah-kejahatan-lintas-batas
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Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Transnasional
Di Perbatasan Tahun 2020-2023

Indonesia dan Malaysia telah menjalin berbagai bentuk kerjasama untuk
memerangi kejahatan transnasional di wilayah perbatasannya, menghadapi banyak
tantangan terkait perdagangan manusia, narkoba, penyelundupan dan kejahatan lainnya.
Beberapa bentuk utama kerjasama kedua negara antara lain:
1. Perjanjian dan Nota Kesepahaman (MoU)

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani banyak perjanjian dan nota

kesepahaman (MoU) untuk memerangi kejahatan transnasional di perbatasan.

wilayah kedua negara. Kerjasama ini terutama difokuskan pada pencegahan
perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan berbagai bentuk kejahatan
transnasional lainnya. Beberapa perjanjian penting antara lain:

a. MoU atau Nota Kesepahaman tentang pemberantasan narkoba dan kejahatan
transnasional: Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman untuk
memperkuat kerjasama melawan perdagangan narkoba. Salah satu bentuk
implementasi MoU ini adalah koordinasi antara Polri dan Kepolisian Kerajaan
Malaysia (PDRM) dalam penyidikan dan penuntutan kasus narkoba. Kedua
negara sepakat untuk berbagi informasi mengenai jaringan narkoba dan
bekerjasama dalam kegiatan bersama untuk menghancurkan kartel internasional
yang terkait dengan kedua negara. MoU tersebut juga mencakup dukungan untuk
pelatihan pasukan keamanan dan peningkatan kapasitas untuk mengatasi masalah
narkoba transnasional.*®

b. MoU atau Nota Kesepahaman Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI):
Kerjasama perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia juga
tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua negara. MoU ini
bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran di sektor pekerjaan
rumah tangga di Malaysia dengan memfasilitasi sistem saluran tunggal untuk
perekrutan dan penempatan pekerja. Tujuan utama dari Nota Kesepahaman ini
adalah untuk mengurangi eksploitasi dan mencegah pekerja migran menjadi
korban perdagangan manusia atau kejahatan transnasional lainnya. Nota
kesepahaman tersebut juga mengatur tata cara perlindungan IKM yang menjadi
korban tindak pidana atau perdagangan manusia.>’

c. Perjanjian kerjasama keamanan dan pemberantasan kejahatan transnasional:
Indonesia dan Malaysia juga memiliki kesepakatan mengenai pengelolaan
keamanan perbatasan, termasuk patroli bersama antara Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Tentara Malaysia (ATM) untuk mencegah kejahatan
transnasional. Patroli ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap
potensi ancaman dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba, perdagangan
manusia, dan terorisme. Lebih lanjut, kedua negara sepakat untuk memperkuat

38 Humas BNN. 2024. BNN PERKUAT KERJA SAMA DENGAN POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK
HENTIKAN JARINGAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN. https://bnn.go.id/bnn-perkuat-
kerja-sama-dengan-polis-diraja-malaysia-untuk-hentikan-jaringan-narkoba-di-wilayah-perbatasan/

3 Youdy NPM. 2024. Upaya Kepolisian Rl Mengatasi Perdagangan Manusia Indonesia ke Malaysia Dalam
Perspektif Ekonomi Internasional. https://newposkomanado.id/2023/06/16/upaya-kepolisian-ri-mengatasi-
perdagangan-manusia-indonesia-ke-malaysia-dalam-perspektif-ekonomi-internasional/
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kerjasama dalam memerangi kejahatan terorganisir dan memperkuat kapasitas
pasukan keamanan perbatasan.*’

d. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam menciptakan
perbatasan yang aman, stabil, dan bebas dari kejahatan transnasional yang dapat
merugikan kedua negara. Dengan adanya berbagai nota kesepahaman dan
perjanjian tersebut, Indonesia dan Malaysia berupaya memperkuat hubungan
bilateral, baik di bidang keamanan, sosial, dan ekonomi.

Border Crossing Agreement (BCA)

Perjanjian Lintas Batas Indonesia-Malaysia (BCA) merupakan perjanjian bilateral
yang sangat penting antara Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk mengatur dan
memfasilitasi proses lintas batas antara kedua negara. Perjanjian ini dibuat untuk
memfasilitasi pergerakan orang dan barang secara legal, sekaligus mengurangi risiko
kejahatan transnasional yang biasa terjadi di wilayah perbatasan seperti perdagangan
narkoba, perdagangan manusia, dan imigrasi. Menurut BCA, kedua negara sepakat untuk
memperkuat pemantauan aktivitas perbatasan dan memperkuat mekanisme kontrol di
titik perbatasan. 4!

Fungsi BCA adalah memperlancar arus perdagangan dan pergerakan orang
dengan mengurangi hambatan administratif yang seringkali menghambat kegiatan
perekonomian. Prosedur administratif di gerbang perbatasan, bea cukai, dan imigrasi
diatur dengan jelas dan efektif, membantu kedua negara melakukan pertukaran barang
dan tenaga kerja dengan lebih mudah, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan perbatasan yang lebih aman,
memberantas aktivitas ilegal, dan mendorong pembangunan ekonomi kedua negara yang
bergantung pada akses perdagangan dengan mudah dan cepat.

Pentingnya BCA juga terlihat pada aspek pengawasan perbatasan yang dilakukan
kedua negara, melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan, termasuk polisi, tentara,
dan bea cukai. Perjanjian ini memudahkan kedua negara untuk berbagi informasi
mengenai potensi ancaman di sepanjang perbatasan. Selain itu, dalam BCA terdapat
kesepakatan mengenai pengelolaan pekerja migran, termasuk perlindungan pekerja
migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, dengan mengatur prosedur rekrutmen, keluar,
dan keamanan saat bekerja di negara tujuan.*?

BCA juga memiliki sistem pengendalian yang lebih baik, seperti penggunaan
sistem single channel dalam pengelolaan pekerja migran sehingga proses rekrutmen dan
penempatan dapat dilakukan secara lebih transparan dan aman. Hal ini mengurangi
potensi eksploitasi pekerja migran dan memastikan bahwa kedua negara berkomitmen
untuk melindungi hak-hak pekerja di kedua sisi perbatasan. Keberhasilan penerapan BCA
sangat bergantung pada komitmen bersama Indonesia dan Malaysia untuk terus
memperkuat kerja sama, tidak hanya dalam pengawasan fisik di perbatasan tetapi juga

40 Mawangi, Genta. 2023. RI-Malaysia sepakat patroli bersama cegah kejahatan lintas batas.

https://www.antaranews.com/berita/3770376/ri-malaysia-sepakat-patroli-bersama-cegah-kejahatan-lintas-batas

41 Ditjen Bina Adwil. 2021. Pemerintah RI-Malaysia Gelar Persidangan ke-6 Review of Border Crossing Agreement.
https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pemerintah-rimalaysia-gelar-persidangan-ke6-review-of-
border-crossing-agreement-

4 Arfan. 2024. Pusat tindaklanjuti  kesepakatan  lintas  batas RI-Malaysia ~di  Nunukan.
https://www.antaranews.com/berita/4294439/pusat-tindaklanjuti-kesepakatan-lintas-batas-ri-malaysia-di-nunukan
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dalam informasi perdagangan dan pelatihan aparat keamanan dan penegakan hukum
terhadap pelakunya. dari kejahatan transnasional.**

Perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia berperan penting dalam menjaga
keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan kedua negara. Melalui perjanjian ini
diharapkan kedua negara dapat meminimalisir potensi ancaman terhadap ketertiban
umum dan menjalin hubungan yang lebih erat dalam banyak aspek, baik ekonomi, sosial,
dan keamanan.

Joint Border Committee (JBC)

Joint Border Committee (JBC) merupakan forum penting untuk mempererat kerja
sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait
pengelolaan perbatasan kedua negara. JBC berperan sebagai forum untuk membahas
masalah keamanan, termasuk kejahatan transnasional yang sering terjadi di wilayah
perbatasan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan pengangkutan
barang ilegal. Forum ini juga meningkatkan koordinasi antar instansi terkait seperti
kepolisian, tentara, dan bea cukai kedua negara.**

Bentuk konkrit kerja sama tersebut adalah dengan didirikannya pos jaga bersama
yang berlokasi di beberapa titik strategis di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia.
Stasiun-stasiun tersebut menjadi pusat operasi patroli gabungan yang dilakukan aparat
keamanan kedua negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Malaysia
(ATM), serta kepolisian kedua negara. Patroli gabungan ini bertujuan untuk mencegah
dan memberantas berbagai bentuk kejahatan transnasional, yang seringkali melibatkan
kartel internasional, serta memantau jalur ilegal yang diambil oleh para penjahat.

Selain itu, JBC juga mempunyai fungsi memperkuat hubungan diplomatik dan
ekonomi kedua negara, dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah
perbatasan dan kerjasama pengelolaan kedua negara. Pertemuan tersebut memberikan
kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk bertukar informasi, mengevaluasi
kebijakan yang ada dan merancang strategi baru untuk meningkatkan keamanan dan
pengawasan perbatasan. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) juga ditandatangani dalam
kerangka forum ini untuk menjamin komitmen jangka panjang dalam menjaga stabilitas
kawasan perbatasan.®

Kerja sama yang terjalin dalam JBC juga mencakup latihan gabungan antara
angkatan bersenjata Indonesia dan Malaysia, yang tidak hanya mencakup operasi darat
tetapi juga operasi laut dan udara. Latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan dan kesiapan kedua negara terhadap ancaman yang mungkin timbul seperti
ancaman terorisme dan gangguan keamanan di kawasan perbatasan. Salah satu latihan
yang paling terkenal adalah LATGABMA MALINDO DARSASA yang melibatkan
ketiga cabang angkatan bersenjata Indonesia dan Malaysia. Dengan berbagai inisiatif
tersebut, JBC berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan

43 Ditjen Bina Adwil . 2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia Sukses Merampungkan Kesepakatan Lintas Batas
Border Crossing Agreement (BCA). https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pemerintah-indonesia-dan-
malaysia-sukses-merampungkan-kesepakatan-lintas-batas-border-crossing-agree

4 Ditjen Bina Adwil. 2024. Tertunda 3 Tahun, Perundingan Kerjasama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini
Kembali Digelar. https://ditjenbinaadwil. kemendagri.go.id/berita/detail/tertunda-3-tahun-perundingan-kerjasama-
perbatasan-darat-indonesiapapua-nugini-kembali-digelar

4 Hishammuddin. 2021. Malaysia, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pengendalian perbatasan.
https://www.theborneopost.com/2021/10/28/malaysia-indonesia-committed-to-strengthen-border-control-
cooperation-hishammuddin/
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Indonesia-Malaysia, serta mengurangi risiko kejahatan transnasional yang merugikan
kedua negara.

General Border Committee (GBC)

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara sekutu di kawasan yang berperan
penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan di Asia Tenggara. Di bidang perbatasan,
masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan antara kedua negara dan hal ini
tentunya membutuhkan semangat bersama untuk mencari solusi terbaik. Selain itu,
permasalahan keamanan selalu memerlukan perhatian dan upaya bersama antara kedua
negara, khususnya pencegahan dan penanggulangan permasalahan keamanan
transnasional.

Untuk mencegah berbagai aktivitas perbatasan ilegal yang merugikan Malaysia
dan Indonesia, diperlukan kerja sama berbasis kepercayaan antara kedua negara.
Berdasarkan kesadaran pemimpin kedua negara dan kesamaan sejarah, maka kerjasama
strategis terjalin pada tahun 1970, khususnya Joint Border Committee (GBC), diplomasi
pertahanan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan (CBM) antar negara terkait.
Selain itu, GBC juga bertujuan untuk mencegah konflik dan memperkuat kemampuan
pemeliharaan perdamaian atau upaya pemeliharaan perdamaian di kawasan. Namun
lebih spesifiknya, tujuan utama GBC Malindo adalah membangun perbatasan yang
terkoordinasi dan mewujudkan kondisi damai.*

Forum General Border Committee (GBC) Indonesia-Malaysia (Malindo) adalah
mekanisme kerja sama bilateral yang dibentuk untuk mengatasi masalah keamanan dan
stabilitas di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Forum ini didirikan pada 11 Agustus
1966 setelah kedua negara memulihkan hubungan diplomatik dan bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan, termasuk
penyelundupan, perdagangan ilegal, dan penyeberangan perbatasan secara ilegal dan
kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dan manusia.*’

Wilayah perbatasan adalah wilayah negara yang sangat rentan dan berisiko
dieksploitasi oleh penjahat transnasional. Untuk itu forum GBC Malindo juga berperan
penting dalam memerangi gerakan-gerakan ilegal khususnya narkoba, gerakan kelompok
teroris, kelompok ekstrimis, dan lain-lain.*®

Setiap tahun, Indonesia dan Malaysia bertemu melalui GBC Malindo untuk
membahas berbagai isu yang mengancam keamanan perbatasan. Salah satu tujuan utama
forum ini adalah memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan dan koordinasi antar
instansi terkait seperti kepolisian dan militer kedua negara. Salah satu hasil penting dari
pertemuan ini adalah pembukaan dan pengelolaan pos penjagaan gabungan di kawasan
perbatasan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah aktivitas ilegal.*’

Selain itu, GBC Malindo bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan
sosial di wilayah perbatasan dengan memperkenalkan berbagai inisiatif pembangunan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, forum ini

4 Kukuh, Lestari. 2023. Kerja Sama Diplomasi Pertahanan: General Border Committee Malindo.
https://www.kompasiana.com/trikukuhyuli/648b3e7808a8b52dda087bc4/kerjasama-diplomasi-pertahanan-general-
border-committee-malindo

47 Mawangi, Genta. 2023. Indonesia dan Malaysia aktifkan kembali 14 pos jaga gabungan di wilayah perbatasan.
https://en.antaranews.com/news/295989/indonesia-malaysia-reactivate- 14-joint-guard-posts-in-border-areas

4 Kemhan. 2018. Indonesia — Malaysia Bahas Kerja Sama di Wilayah Perbatasan. www.kemhan.go.id.
https://www.kemhan.go.id/2018/11/15/indonesia-malaysia-bahas-kerja-sama-di-wilayah-perbatasan.html

¥ Ibid
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tidak hanya fokus pada aspek keamanan tetapi juga berupaya memperbaiki kondisi sosial
ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.>

KESIMPULAN

Tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan Malaysia dalam memberantas
kejahatan transnasional di wilayah perbatasannya. Kejahatan transnasional, yang
melibatkan berbagai tindakan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia,
dan pencucian uang, meningkat pesat, terutama di Asia Tenggara. Kejahatan-kejahatan
ini mempunyai dampak negatif terhadap stabilitas sosial, politik dan ekonomi negara-
negara yang terlibat. Selain itu, kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia juga menjadi
sarang aktivitas ilegal ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kedua negara telah mengembangkan
berbagai bentuk kerja sama strategis, baik secara bilateral maupun regional melalui
ASEAN. Kerja sama tersebut mencakup berbagai kesepakatan dan nota kesepahaman
(MoU) mengenai pemberantasan narkoba, perlindungan pekerja migran Indonesia, dan
penanggulangan kejahatan terorganisir. Selain itu, perjanjian seperti Cross-Border
Agreement (BCA), yang memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara legal,
bertujuan untuk mengurangi risiko aktivitas ilegal yang sering terjadi di perbatasan.

Forum seperti Joint Border Commission (JBC) dan Joint Border Commission (GBC)

juga memainkan peran penting dalam meningkatkan koordinasi antara badan keamanan
kedua negara, termasuk polisi dan 'militer'. Melalui forum ini, Indonesia dan Malaysia
dapat melakukan patroli bersama, berbagi informasi mengenai potensi ancaman di
sepanjang perbatasan dan merancang strategi untuk memperkuat pengawasan dan
pengendalian aktivitas ilegal.
Namun, meskipun terdapat upaya yang signifikan, tantangan seperti korupsi dan
terbatasnya pendanaan masih menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Oleh
karena itu, untuk mencapai keamanan perbatasan yang lebih baik, diperlukan kerja sama
yang lebih erat antara kedua negara, baik dalam hal pengelolaan perbatasan maupun
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Hal ini mencakup pelatihan
pasukan keamanan, peningkatan kapasitas organisasi terkait, serta upaya melindungi
masyarakat perbatasan dari dampak negatif kejahatan transnasional.
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